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Gubernur Gorontalo minta TLHP BPK segera dituntaskan 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/224544/gubernur-gorontalo-minta-tlhp-bpk-segera-dituntaskan  

Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, meminta agar Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP BPK) yang belum tuntas sejak tahun 2004 dibuatkan 

kajian untuk dituntaskan. 

"Saya minta TLHP BPK ini segera dituntaskan. Bagian mana yang masih layak diteruskan dan mana 

yang tidak layak berdasarkan rasionalisasi kondisi sebenarnya di lapangan. Buatkan kajian agar segera 

tuntas," kata Gubernur Ismail, di Gorontalo, Senin. 

Sebelumnya TLHP BPK untuk Pemprov Gorontalo masih ada yang belum tuntas, meski sudah berlalu 

sembilan tahun lalu. Pengelolaan dan kepemilikan aset serta tuntutan ganti rugi (TGR) masih terbaca 

dan harus diselesaikan. 

"Saya mengajukan tawaran ke Kepala Perwakilan BPK untuk (TLHP) 2004, 2005, 2010 ke bawah lah, 

kita masukkan ke kategori yang tidak dapat ditindaklanjuti. Tolong pimpinan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) mengklasifikasi, menyusun analisis kenapa tidak bisa ditindaklanjuti," kata Gubernur 

Ismail Pakaya saat memimpin penandatangan komitmen pimpinan OPD terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Barang Milik Daerah di aula Kantor Inspektorat. 

Menurutnya, kajian dan analisis TLHP penting untuk meyakinkan BPK. Perlu dikemukakan alasan 

yang rasional sesuai kondisi dan temuan di lapangan agar tidak menjadi "dosa" yang terus diungkit 

setiap tahunnya. 

"Misalnya, yang bersangkutan ada TGR dan sudah meninggal, ahli warisnya tidak mampu membayar. 

Bapak ibu bisa melakukan pembenaran terhadap itu dan bisa meyakinkan BPK tidak dapat 

ditindaklanjuti. Kalau kita diamkan saja itu akan dikejar dan dituntut penyelesaiannya oleh BPK kepada 

kita," katanya pula. 

Gubernur meminta penyelesaian TLHP BPK bisa mencapai 80 persen. Jika tidak maka opini 

pengelolaan keuangan bisa terancam berada di predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
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Catatan: 

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai 

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

b. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 

c. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini. 

d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam 

laporan hasil pemeriksaan. 

e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima 

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa: 

a. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 

lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

c. Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan 

atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan 

keuangan negara. 
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d. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 

kewenangannya. 

e. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka 

untuk umum. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan 

proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD 

sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;  

c. neraca;  

d. laporan operasional;  

e.  laporan arus kas;  

f.  laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan. 

d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepa1a Daerah melalui sekretaris daerah paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pasal  191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 

g. Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum 

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima 
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laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan 

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang 

dilakukan oleh Pejabat. 

b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut yang 

selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK. 

c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil 

pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. 

d. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri 

dengan dokumen pendukung. 

e. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan 

diterima. 

f. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam 

rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen 

yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern. 

g. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen 

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima. 


